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LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 31 TAHUN 2013 
TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL 
_________________________________________________________                            
    
 

BAB I 
 

TUJUAN PROGRAM. 
 
 

1.1 Tujuan Program Keamanan Penerbangan Nasional adalah untuk 
melindungi keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan di 
Indonesia melalui pemberian regulasi, standar dan prosedur serta 
perlindungan yang diperlukan bagi penumpang, awak pesawat udara, 
personel di darat dan masyarakat dari tindakan melawan hukum. 

 
1.2 Program Keamanan Penerbangan Nasional memiliki sasaran untuk 

mempertahankan tingkat keamanan bandar udara dan angkutan udara 
yang memberikan pelayanan penerbangan di Indonesia.  
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BAB 2 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

 
1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-

batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan 
lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat 
perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan 
fasilitas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan 
fasilitas penunjang lainnya. 

2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer 
karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara 
terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 

3. Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN) adalah dokumen tertulis 
yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang 
diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum. 

4. Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Programme) adalah 
dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta 
persyaratan yang wajib  dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar 
Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan yang 
terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia. 

5. Program Keamanan Angkutan Udara (Aircraft Operator Security Programme) 
adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta 
persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara 
untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di 
Indonesia. 

6. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan 
perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui 
keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. 

7. Tindakan Melawan Hukum (Acts of Unlawful Interference) adalah tindakan-
tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan  
dan angkutan udara, berupa: 
a. menguasai pesawat udara secara melawan hukum;  
b. melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat (in 

service); 
c. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara; 
d. masuk ke dalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat 

aeronautika secara paksa; 
e. membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat 

digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah; 
f. menggunakan pesawat udara di darat (in service) untuk tindakan yang 

menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau 
lingkungan sekitar; dan 
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g. memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan 
pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak 
pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar 
udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.  

8. Ancaman Bom adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang 
tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, 
apakah benar atau  tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara 
yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas 
penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan 
peledak. 

9. Sabotase adalah suatu tindakan pengrusakan atau penghilangan terhadap 
harta benda, yang dapat mengancam atau menyebabkan terjadinya 
tindakan melawan hukum pada penerbangan dan fasilitasnya. 

10. Pesawat Udara Dalam Penerbangan (Aircraft In Flight) adalah pesawat udara 
yang digunakan untuk penerbangan dimulai dari waktu pergerakan ketika 
pintunya ditutup di embarkasi sampai pada waktu pintunya dibuka di 
debarkasi. 

11. Pengendalian Keamanan (Security Control) adalah penerapan suatu teknik 
atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya Barang 
Dilarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk melakukan 
tindakan  melawan hukum. 

12. Pemeriksaan Keamanan (Security Screening) adalah penerapan suatu teknik 
atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang 
(Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan 
melawan hukum. 

13. Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (Aircraft Security Check) adalah 
pemeriksaan di bagian dalam pesawat udara yang dapat dicapai oleh 
penumpang dan pemeriksaan tempat penyimpanan untuk menemukan 
barang yang mencurigakan dan Barang Dilarang (Prohibited Items).   

14. Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (Aircraft Security Search) adalah 
pemeriksaan menyeluruh pada bagian luar dan dalam pesawat udara 
dengan maksud untuk menemukan barang yang mencurigakan dan Barang 
Dilarang (Prohibited Items). 

15. Penumpang Transit adalah penumpang yang berhenti/turun sementara di 
suatu bandar udara dalam satu penerbangan tanpa berganti pesawat udara. 

16. Penumpang Transfer adalah penumpang yang membuat koneksi perjalanan 
secara langsung dengan 2 (dua) penerbangan yang berbeda. 

17. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh 
penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang 
sama. 

18. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada 
dalam pengawasan penumpang itu sendiri. 

19. Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh orang atau penumpang 
yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan/atau yang akan diangkut 
dengan pesawat udara. 

20. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda 
pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan 
bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan. 
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21. Alat Peledak (Explosive Device) adalah alat yang dapat dipicu untuk 
meledak.   

22. Barang Berbahaya (Dangerous Goods) adalah barang atau bahan yang dapat 
membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan. 

23. Barang Dilarang (Prohibited Items) adalah barang yang dapat digunakan 
untuk melumpuhkan, melukai dan menghilangkan nyawa orang lain serta 
untuk melakukan tindakan melawan hukum yang meliputi alat peledak, 
barang berbahaya, alat-alat berbahaya dan senjata. 

24. Senjata (Weapon) adalah suatu benda atau alat yang dirancang untuk 
membunuh, melukai, melumpuhkan, dan membuat orang tidak berdaya. 

25. Security Items adalah senjata atau alat berbahaya yang dilarang dibawa ke 
dalam kabin pesawat udara dan hanya diijinkan sebagai bagasi tercatat  
atau disimpan dalam kotak khusus (security item box) yang cukup kuat dan 
terkunci. 

26. Alat-alat Berbahaya (Dangerous Articles) adalah alat, atau benda tumpul 
yang dapat dipergunakan untuk mengancam, mencederai, melumpuhkan, 
membuat orang tidak berdaya. 

27. Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) adalah daerah-daerah 
tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara yang 
diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan 
Penerbangan, penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain dimana 
daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan 
pemeriksaan keamanan.  

28. Daerah Steril (Sterile Area) adalah daerah tertentu di dalam Daerah 
Keamanan Terbatas yang merupakan daerah pergerakan penumpang 
sampai dengan naik ke pesawat udara dan di daerah tersebut selalu dalam 
pengendalian dan pengawasan. 

29. Daerah Terbatas (Restricted Area) adalah daerah tertentu di bandar udara 
dimana penumpang dan/atau non-penumpang memiliki akses masuk 
dengan persyaratan tertentu. 

30. Daerah Publik (Public Area) adalah daerah-daerah pada bandar udara yang 
terbuka untuk umum/publik. 

31. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi 
yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.  

32. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai 
lisensi dan rating yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang 
pemeliharaan fasilitas Keamanan Penerbangan. 

33. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah 
memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya 
dalam jangka waktu tertentu. 

34.  
35. Rating adalah tanda bukti kewenangan Personel Fasilitas Keamanan 

Penerbangan untuk melakukan penilaian dalam pemeliharaan dan 
pengujian fungsi jenis peralatan Keamanan Penerbangan. 

36. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar 
udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang 
memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang 
belum diusahakan secara komersial. 
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37. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas 
atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk 
pelayanan umum. 

38. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan 
terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat 
udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos 
dengan memungut pembayaran. 

39. Perusahaan  Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara 
niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian 
bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik 
Indonesia. 

40. Pegawai/Karyawan adalah personel yang melakukan kegiatan              di 
bandar udara. 

41. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 
42. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan. 
43. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 
44. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 
45. Direktur adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan. 
46. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi Keamanan Penerbangan. 
47. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara. 
48. Kepala Bandar udara adalah Pimpinan Unit Penyelenggara Bandar Udara 

dan Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara atau Pimpinan Bandar Udara 
Khusus yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan operasional 
bandar udara.  

49. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh 
Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan 
pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan 
penerbangan. 
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